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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TeoriPartisipasiPolitik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Setiap warga negara berhak dan wajib untuk berpartisipasi dalam

setiap aspek kehidupan dan bernegara. Partisipasi warga negara dapat

mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam kehidupan politik.

Dalam kehidupan politik partisipasi warga negara tidak hanya

berkaitan dengan pemilihan pimpinan negara saja, tetapi partisipasi warga

negara tersebut juga mampu secara langsung maupun tidak langsung

mempengaruhi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Lebih lanjut

Budiardjo (2007) mendefinisikan bahwa :

“Partisipasi politik sebagai kegiatan individu atau kelompok orang

untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan

jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak

langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam

pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu

partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan

(contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan

sebagainya.”
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Sementara Conway (dalam Widjanarko, 2004) mengatakan bahwa

terminologi partisipasi politik memiliki makna sebagai upaya warga negara

dalam mempengaruhi dan memilih struktur otoritas dan kebijakan

pemerintah. Definisi ini menunjukkan bahwa pertisipasi poolitik merupakan

kegiatan yang dilakukan langsung oleh warga negara.

Tidak jauh berbeda, Samuel P. Hunington dan Joan M.Nelson (dalam

Budiardjo, 2007) mengatakan :

“By political participation we mean activity by private citizen designed to

influence government dicision making. Participation may be individual or

collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or

violent, legal or illegal, effective or ineffective”

Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan adalah partisipasi

politik bukan semata sikap-sikap, namun merupakan kegiatan-kegiatan yang

bersifat empiris , merupakan kegiatan warga negara asli, bukan individu-

individu yang bermain di wilayah pemerintahan; pokok perhatiannya adalah

kegiatan yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, dan

kegiatan tersebut tidak memperdulikan berhasil atau tidaknya tujuan yang

hendak dicapai, yaitu mempengaruhi keputusan dan tindakan pemerintah.

Herbert McClosky (Budiarjo, 2007) mengatakan, “The term “political

participation” will refer to those voluntary activities by which members of a

society share in the selection of rules and, directly or indirectly, in the

formation of public policy”. (Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan

sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian
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dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung,

dalam proses pembentukan kebijakan umum). Hal senada juga dijelaskan

oleh Norman H. Nie dan Sidney Verba “By political participation we refer to

those legal activities by private citizens which are more or less directly aimed

at influencing the selection of governmental personnel and/or the actions they

take”

Sementara itu, Dalton (Priambodo, 2000) mengatakan “We can

organize potential of participation into three grouping : personal

characteristics, group effects, and political attitudes”. Ini menunjukkan

adanya keterkaitan partisipasi politik dengan karakteristik personal, pengaruh

kelompok, dan sikap politik.

Dari definisi-definisi tersebut, peneliti kemudian menariknya ke dalam

pengertian yang lebih sempit, yaitu partisipasi politik pada mahasiswa. Ini

seperti halnya yang dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang

juga dilakukan pada lingkup mahasiswa. Peneliti kemudian menarik

kesimpulan bahwa partisipasi politik pada mahasiswa adalah suatu kegiatan

suka rela individu ataupun kelompok mahasiswa, baik langsung maupun tidak

langsung, untuk aktif dalam kehidupan politik yang bertujuan mempengaruhi

kebijakan pemerintahan, pembentukan kebijakan umum, dan semua bentuk

aktivitas yang dimaksud mempengaruhi pemerintah.

Kegiatan tersebut adalah pemberian suara dalam pemilu, keikutsertaan

dalam kampanye politik, menjadi anggota suatu partai atau kelompok

kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah ,
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dan kritik terhadap kebijakannya. Selanjutnya pengertian inilah yang

digunakan dalam penelitian ini.

2. Bentuk Partisipasi Politik

Conway (Widjanarko, 2004) mengklasifikasikan bentuk partisipasi

politik dalam dua jenis, yakni konvensional dan non-konvensional. Partisipasi

yang bersifat konvensional mengarah pada aktivitas yang diterima sebagai

sesuatu yang sesuai dengan budaya politik yang dominan. Sebaliknya,

partisipasi politik non-konvensional mengarah pada aktivitas yang tidak

diterima dalam budaya politik dominan.

Berbeda dengan Conway, Huntington dan Nelson (Priambodo, 2000)

membedakan bentuk-bentuk partisipasi politik dalam kategori sebagai

berikut:

1. Electoral Activity, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung

atau pun tidak langsung berkaitan dengan pemilu. Electoral Activity ini

juga mencakup pemberian suara, sumbangan untuk kampanye, bekerja

dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap

tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan umum.

2. Lobbying, yaitu tindakan dari individu atau pun sekelompok orang untuk

menghubungi pejabat pemerintah atau pun tokoh politik dengan tujuan

untuk mempengaruhi pejabat atau pun tokoh pilitik tersebut terkait

masalah yang mempengaruhi kehidupan mereka.

3. Organizational activity, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam

berbagai organisasi sosial dan politik.
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4. Contacting, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga negara dengan

cara langsung misalnya melakukan komunikasi untuk membangun

jaringan kerjasama.

5. Violence, yaitu cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah.

Penggunaan kekerasan mencerminkan motivasi-motivasi partisipasi yang

cukup kuat. Kekerasan dapat ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan-

kebijakan pemerintah (huru-hara, pemberontakan) atau mengubah

seluruh sistem politik dengan cara revolusi.

Sementara itu, Verba et al (Priambodo, 2000) menemukan bahwa

individu-individu cenderung memilih bentuk-bentuk partisipasi politik yang

dilakukan secara tetap sesuai motivasi dan tujuan, tidak berubah-ubah seperti

diasumsikan banyak analist. Bentuk-bentuk partisipasi yang sejenis

membentuk kelompok (cluster) bersama. Pengelompokan tersebut kemudian

dimodifikasi oleh Dalton (2009) sebagai berikut:

1. Voting, yaitu bentuk-bentuk partisipasi politik yang terkait dengan

pemilihan (voting/electing). Voting adalah bentuk yang paling sederhana

untuk mengukur partisipasi.

2. Campaign activity, yaitu aktivitas kampanye yang mewakili bentuk-

bentuk partisipasi yang merupakan perluasan dari pemilihan (extension

of electoral participation). Termasuk di dalamnya bekerja untuk partai

atau seorang kandidat, menghadiri pertemuan-pertemuan kampanye,

melakukan persuasi terhadap orang lain untuk memilih, dan segala

bentuk aktivitas selama dan antara pemilihan.
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3. Communal activity. Bentuk-bentuk partisipasi ini berbeda dengan

aktivitas kampanye karena aktivitas komunal mengambil tempat di luar

setting pemilihan (out side the electoral setting). Termasuk keterlibatan

dalam kelompok-kelompok masyarakat yang interest dan concern

dengan kebijakan umum seperti kelompok studi lingkungan, kelompok

wanita, atau proteksi terhadap konsumen.

4. Contacting personal on personal matters. Bentuk partisipasi ini berupa

individu melakukan kontak terhadap individu berkait dengan suatu

materi tertentu yang melekat pada orang tersebut. diperlukan inisiatif dan

informasi yang tinggi berkait isu yang spesifik, dalam kontak yang

bersifat perseorangan ini. Bentuk partisipasi ini seringkali digunakan

untuk membangun pengertian, kepercayaan, mencari koneksi, atau pun

membangun jaringan.

5. Protest, yaitu bentuk-bentuk partisipasi yang unconventional seperti

demonstrasi dan gerakan protes. Walaupun individu-individu yang

memilih bentuk partisipasi ini sering berada di luar jalur/saluran yang

normal, namun mereka seringkali menjadi bagian penting dalam proses

demokratisasi.

3. Faktoryang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Salah satu faktor yang turut berpengaruh dalam partisipasi politik

adalah sosialisasi politik. Menurut Rush dan Althoff (dalam Budiardjo, 2008),

“sosialisasi politik merupakan suatu proses dengan mana individu-individu

dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem
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politik masyarakatnya.” Pengetahan yang di peroleh oleh individu sangat

penting dalam membentuk tindakan individu (over behavior)

Rush dan Althof (dalam Budiardjo, 2007) mensugestikan bahwa

partisipasi politik itu bervariasi berkaitan dengan empat faktor utama, yaitu :

1) Sejauh mana orang menerima perangsang politik ;

2) Karakteristik pribadi individu ;

3) Karakteristik sosial individu ; dan

4) Keadaan politik atau lingkungan politik di manaindividu, dapat

menemukan dirinya sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, Weiner (dalam Budiardjo, 2007)

mengemukakan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa faktor,

yakni:

1) Modernisasi

2) Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial

3) Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa

4) Konflik para pemimpin politik

5) adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial,

ekonomi dan kebudayaan

Berdasarkan pendapat para ahlitersirat bahwa partisipasi politik

individu dipengaruhi oleh dua faktor, yakni dari dalam diri dan faktor dari

luar diri. Faktor dari dalamdiri dipengaruhi oleh pengetahuan individu,

karakter pribadi individu dan sikapnya (respon) terhadap rangsangan politik

sedangkan faktor dari luardiri dipengaruhi oleh karakteristik sosial, kondisi
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politik, modernisasi, perubahan struktur sosial, pengaruh kaum intelektual

dan meningkatnya komunikasi massa, serta keterlibatan pemerintah yang

semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

4. Fungsi dan Tujuan Partisipasi Politik

Budiardjo (2008) menyatakan bahwa partisipasi politik bertujuan

untuk mempengaruhi proses-proses politik dalam penentuan pengambilan

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi politik harus benar-

benar dilakukan oleh masyarakat agar kebijkan yang diambil pemerintah

lebih berpihak dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Melalui

partisipasi politik diharapkan mampu membangun suatu sistem politik yang

stabil dan menciptakan suatu kehidupan negara yang lebih baik.

Di samping itu, Robert Lane (Rush dan Althof, 2008) dalam studinya

mengenai keterlibatan politik, mempersoalkan bahwa partisipasi politik

memenuhi empat macam fungsi, yakni :

1) Partisipasi politik masyarakat untuk mendukung program-program

pemerintah;

2) Partisipasi politik masyarakat berfungsi sebagai organisasi yang

menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah

dalam mengarhkan dan meningkatkan pembangunan;

3) Kontrol terhadap pemerinah dalam pelaksanaan kebijakannnya.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan

bahwa fungsi partisipasi politik pada dasarnya adalah sebagai media untuk

menyuarkan aaspirasi masyarkat demi mengarahkan dan mengontrol
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kebijakan pemerintah agar arah pembangunan negara lebih berpusat pada

aspirasi dan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan politik

negara yang kuat dan dinamis serta sebagai suatu media untuk

mengembangkan sistem politik agar mekanisme politik itu hidup dan berjalan

sesuai dengan prosesnya.

B. Pengetahuan Fungsi Partai Politik

1. PengertianPengetahuan Fungsi Partai Politik

Pengetahuan merupakan proses kognitif dari individu untuk

memberikan arti terhadap lingkungan, sehingga masing-masing individu akan

memberikan arti sendiri-sendiri terhadap stimuli yang diterima walaupun

stimuli itu sama (Winardi, 1996).Pengetahuan adalah penyimpanan,

pengintegrasian, dan pengorganisasian yang diproses dalam memori yang

berguna untuk mengakses pengetahuan tersebut (Solso dan Maclin,

2008).Pengetahuan individu tersebut tentu saja akhirnya mempengaruhi cara

pandang terhadap suatu hal, peristiwa, orang dan keadaan. Pengetahuan ini

dapat di peroleh dari berbagai sumber, baik lembaga formal, informal,

maupun nonformal yang kemudian dapat di jadikan acuan dalam

berperilaku.Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam

membentuk tindakan individu.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik

disebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan

dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela
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kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut pandangan Mirriam Budiardjo (Efriza, 2012) partai politik

adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya

mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok

ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik

melalui cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan yang

mereka miliki. Terdapat emat fungsi partai poltik, diantaranya : partai politik

sebagai sarana konumikasi politik, partai politik sebagai sarana sosialisasi

politik, partai politik sebagai sarana rekrutmen olitik dan partai politik

sebagai sarana pengatur konflik.

Dari uraian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan

pengetahuan fungsi partai politik merupakan hasil dari mengetahui melalui

panca indra, baik indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, maupun

raba sesorang, sehingga individu tersebut mampu menjalankan fungsi partai

politik dan mengetahui prinsip partai politik untuk menciptakan ikatan moral

terhadap partainya.

2. Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak).

Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah

kognitif. Ranah kognitif memiliki enam jenjang atau aspek, yaitu:

pengetahuan/hafalan/ingatan (knowledge), pemahaman (comprehension),
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penerapan (application), analisis (analysis), sintesis (syntesis), penilaian/

penghargaan/evaluasi (evaluation). Menurut Benyamin S.Bloom (dalam

Notoadmodjo, 2007) pengetahuan yang dicakup didalam domain kognitif

mempunyai enam tingkatan yaitu :

1) Pengetahuan (Knowledge)

Kemampuan untuk mengingat suatu materi yang dipelajari, dari seluruh

bahan yang dipelajari atau rangsangan yang diterima. Cara kerja untuk

mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain :

menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasikan, menyatakan dan

memilih serta mengulangi informasi.

2) Memahami (Comprehension)

Kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang

diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus mampu

menjelaskan sendiri, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan

dan membedakan.

3) Aplikasi (Aplycation)

Kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada

situasi atau kondisi yang sebenarnya atau baru. Aplikasi disini dapat

diartikan sebagai pengguna hukum-hukum, rumus, metode, prinsip-

prinsip dan sebagainya. Ketiga komponen ini secara bersama-sama akan

membentuk prilaku yang utuh. Dalam partisipasi politik, pengetahuan,

pikiran, keyakinan, dan emosi memegang peranan penting.



20

4) Analisis (Analysis)

Kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek dalam suatu

komponen-komponen, tetapi masih dalam struktur organisasi dan masih

ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis dapat dilihat dari

penggunaan kata kerja pengelompokkan, menggambarkan, memisahkan.

5) Sintesis (Sinthesis)

Kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian dalam bentuk

keseluruhan yang baru, dengan kata lain sintesis adalah suatu

kemampuan untuk menyusun formulasi baru yang ada. Kemampuan

orang untuk menyusun, merencanakan, atau merancang, membuat

komposisi, membuat kembali dan merevisi.

6) Evaluasi (Evaluation)

Kemampuan untuk melakukan penelitian suatu materi atau objek

tersebut berdasarkan suatu cerita yang sudah ditentukan sendiri atau

menggunakan kriteria yang sudah ada. Dalam keadaan ini orang sudah

mampu untuk menimbang, membandingkan, member alasan,

menyimpulkan dan member dukungan.

Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berfikir yang

mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat,

sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut mahasiswa

untuk menghubungakan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode

atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan

demikian aspek kognitif adalah subtaksonomi yang mengungkapkan tentang



21

kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke

tingkat yang paling tinggi yaitu evaluasi.

Berdasarkan pemaparan yang telah di sampaikan para ahli, maka

peneliti mengambil kesimpulan bahwa proses dalam menerima pengetahuan,

individu dapat dipengaruhi juga pada sikap, yaitu reaksi atau respon yang

masih tertutup terhadap suatu stimulasi atau objek.

3. Fungsi - FungsiPartaiPolitik

Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan

pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai dan

sebagainya. Agar anggota partai dapat mengetahui prinsip partai, program

kerja partai atau pun gagasan partainya untuk menciptakan ikatan moral pada

partainya, komunikasi politik seperti ini menggunakan media partai itu

sendiri atau media massa yang mendukungnya. Menurut Miriam Budiarjo

(2008) fungsi partai politik itu meliputi:

1) Partai sebagai sarana komunikasi politik. Partai menyalurkan anekaragam

pendapat dan aspirasi masyarakat. Partai melakukan penggabungan

kepentingan masyarakat (interest aggregation) dan merumuskan

kepentingan tersebut dalam bentuk yang teratur (interest articulation).

Rumusan ini dibuat sebagai koreksi terhadap kebijakan penguasa atau

usulan kebijakan yang disampaikan kepada penguasa untuk dijadikan

kebijakan umum yang diterapkan pada masyarakat.

2) Partai sebagai sarana sosialisasi politik. Partai memberikan sikap,

pandangan, pendapat, dan orientasi terhadap fenomena (kejadian,
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peristiwa dan kebijakan) politik yang terjadi di tengah masyarakat.

Sosialisi politik mencakup juga proses menyampaikan norma-norma dan

nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan, partai

politik berusaha menciptakan image (citra) bahwa ia memperjuangkan

kepentingan umum.

3) Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik berfungsi

mencari dan mengajak orang untuk turut aktif dalam kegiatan politik

sebagai anggota partai.

4) Partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Di tengah masyarakat

terjadi berbagai perbedaan pendapat, partai politik berupaya untuk

mengatasinya. Namun, semestinya hal ini dilakukan bukan untuk

kepentingan pribadi atau partai itu sendiri melainkan untuk kepentingan

umum.

Selain itu juga didalam peraturan pemilu 2014 perundang-undangan

tentang partai politik, pemilu, pemilihan presiden yang tertuang pada BAB V

pasal 10 fungsi dan tujuan partai politik meliputi :

1) Tujuan umum Partai Politik

a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa indonesia sebagaimana

dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;
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c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dan

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Kesatuan Negara

Republik Indonesia ; dan

d. Mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

2) Tujuan khusus Partai Politik

a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam

rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;

b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan

bermasyarakat, barbangsa, dan bernegara; dan

c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan

bermasyarakat, barbangsa, dan bernegara.

3) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diwujudkan secara konstitusional.

Dalton dan Martin P. Wattenberg (Pamungkas, 2011) mendaftar

sejumlah fungsi partai dari setiap bagian yaitu, pertamaadalah fungsi partai di

elektorat (parties in the electorate). Pada bagian ini fungsi partai menunjuk

pada penampilan partai politik dalam menghubungkan individu dalam proses

demokrasi. Kedua, adalah fungsi partai sebagai organisasi (parties as

organization). Pada fungsi ini menunjuk pada fungsi-fungsi yang melibatkan

partai sebagai organisasi politik, atau proses-proses didalam organisasi itu

sendiri. Ketiga, adalah fungsi partai di pemerintahan (parties in goverment).

Pada arena ini partai bermain dalam pengelolaan dan penstrukturan

persoalan-persoalan pemerintah.
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4. Tujuan Partai Politik

Tujuan yang diharapkan dalam mendirikan dan mengembangkan

partai politik Erfiza (2012) adalah:

1. Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam mendudukkan

orang-orangnya menjadi pejabat pemerintahan sehingga dapat turut

serta dalam mengambil atau menentukan keputusan politik.

2. Untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan para pemegang

otoritas.

3. Untuk menjadi sarana dalam upaya meraih dan mempertahankan

kekuatan politik.

4. Untuk menjadi wadah berhimpun bagi masyarakat atau kelompok

yang memiliki ideology dan kepentingan yang sama.

C. KerangkaPemikirandanHipotesis

1.  KerangkaPemikiran

Menurut Notoatmodjo (2007) tingkat pengetahuan terhadap sesuatu

merupakan domain yang sangat penting akan terbentuknya tindakan

individu.Artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan individu terhadap

sesuatu menjadikannya semakin mudah dalam menentukan sikap yang akan

di ambil atau diputuskan.

Berdasarkan tingkatannya, (Notoadmodjo, 2007) menyebutkan

bahwalevel tingkat pengetahuan individu terbagi menjadi enam tingkatan

diantaranya:tahu (know), memahami (comprehension), aplikasi (aplication),
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analisis (analysis), sentesis (synthesis) dan evaluasi (evaluation). Dalam

konteks ini dipahami bahwa level tertinggi derajat pengetahuan individu

adalah sampai padalevel evaluasi atau perhitungan layak atau tidaknya sebuah

pengetahuan dalam mengkonstruk tindakan atau sikap individu.

Melalui pemahaman tersebut, cukup jelas memberikan gambaran

bahwa apapun yang menjadi dominasi pengetahuan individu

berkencederungan membawanya pada sikap yang dihasilkan. Artinya dalam

konteks tingkat pengetahuan tentang fungsi partai politik individu secara

sadar dan rasional bekecenderungan akan mengarahkannya pada partisipasi

pada partai politik yang dipilih dari pada pembentukan sikap yang lain.

Mesikpun pada akhirnya pada masing-masing individu levelsikap tersebut

hadir secara hierarkis berdasarkan kualitas pengetahuan politik yang dimiliki.

2. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara

pengetahuan fungsi partai politik dengan partisipasi politik pada mahasiswa

Fakultas Hukum dan Syariah UIN Suska Riau.


